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BUPATllAMPUNG SElATAN 

a.	 bahwa dalam rangka upaya mengendalikan pencemaran 
media lingkungan perlu pengaturan terhadap pembuangan 
limbah cair yang masuk baik ke sumber-sumber air dan atau 
perairan umum maupun ketanah. 

b.	 bahwa pengaturan ternadap pembuangan limbah cair tersebut 
dilaksanakan melalui Pengendalian Pencemaran Limbah Cair. 

e.	 bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b 
tersebut diatas, perlu diatur ketentuan mengenai 
Pengendalian Pencemaran Limbah Cair yang ditetapkan 
dengan Peraturan Bupali Lampung Selatan. 

1.	 Undang-undang Nomor 08 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Undang-undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956, Undang­
undang Darurat Nomor 05 Tahun 1956, Undang-undang 
Darurat Nomor 06 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah 
Tingkat I Sumatera selatan sebagai Undang-undang; 

2.	 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974tentang Pengairan; 

3.	 Undang-undang Nomor 05 Tahun 1984 tentang Perindustrian; 

4.	 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup; 

5.	 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan ; 

6.	 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah; 

7.	 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai; 

8.	 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang 
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beraeun; 



------------~-----------------

9.	 Peraluran Pemerinlah Namar 27 Tahun 1999 lenlang Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan; 

10. Peraluran	 Pemerinlah Namor 85 Tahun 1999 lenlang 
Perubahan Peraturan Pemerinlah Namar 18 Tahun 1999 
lenlang Pengelalaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 

11. Peraturan	 Pemerinlah Namar 25 Tahun 2000 lenlang 
Pelimpahan Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai 
Daerah Otonorn: 

12. Peraluran	 Pemerinlah Namar 82 Tahun 2001 lenlang 
Pengelalaan Realilas dan Pengendalian Pencemaran Air; 

13. Kepulusan Menleri Negara Lingkungan Hidup Namar : KEP­
511MENLH/10/1995 lenlang Baku Mulu Limbah Cair bagi 
Kegialan Induslri; 

14. Kepulusan	 Menleri Negara Lingkungan Hidup Namar 28 
Tahun 2003 lentang Pedaman Teknis Pengkajian 
Pemanfaalan Air Limbah Dari Induslri Minyak Sawil Pada 
Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit; 

15. Sural Kepulusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Lampung 
Namar : G/624/BVII/HKl1995 tenlang Baku Mutu Limbah Cair 
di Propinsi Daerah Tingkal I Lampung; 

16. Sural Kepulusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung 
Narnar : G/625/BVII/HKl1995 lenlang Perunlukan Air Sungai 
di Propinsi Daerah Tingkal I Lampung. 

MEMUTUSKAN 

Menelapkan	 PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG 
PENGENOALIAN PENCEMARAN LIMBAH CAIR 01 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN. 

BAB 1 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraluran Bupali ini yang dimaksud dengan : 

1.	 Bupali adalah Bupali Lampung Selalan; 

2.	 Badan Tala Ruang dan Lingkungan Hidup adalah Badan Tala Ruang dan 
Lingkungan Hidup Kabupalen Larnpung Selalan; 

3.	 Limbah Cair adalah Lirnbah dalam wujud cair yang dihasilkan aleh sualu kegialan I 
usaha yang dibuang	 ke surnber-surnber air dan I atau perairan umum yang diduga 
dapat menurunkan kualitas lingkungan; 



4.	 Baku Mulu Limbah Cair adalah Balas kadar dan jumlah unsur pencemaran yang 
dilenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegialan 
lertenlu; 

5.	 Kualilas air adalah Sifat-sifat air dan kandungan makhluk hidup, zal alau energi alau 
komponen lain didalam air; 

6.	 Sumber air adalah Tempat-lempal dan badan-badan air baik yang lerdapal diatas 
maupun dibawah pemnukaan tanah; 

7.	 Perairan umum adalah Tempal-lempal dan Badan-badan Air baik yang lerdapal 
diatas maupun dibawah permukaan tanah; 

8.	 Tanah adalah Tempal-tempal alau lahan yang memanfaalkan limbah cair; 

g.	 Inslalasi Pengelolaan Air Limbah (lPAL) adalah jaringan kedap air dari inlel sampai 
dengan outlel yang dipergunakan untuk mengelola limbah cair baik dengan 
perlakuan kimia maupun biologi sampai menghasilkan limbah cair yang bisa di 
tolerir oleh komponen lingkungan. 

BAB II 

PENGENDALIAN 

Pasal2 

Seliap orang atau badan hukum yang melakukan kegialan/usaha kegialan lain yang 
menimbulkan Iimbah cair, wajib mengolah limbahnya lerlebih dahulu sebelum dibuang 
kemedia lingkungan. 

Pasal3 

(1) Seliap	 orang atau badan hukum yang melakukan pembuangan limbah cair ke 
sumber-sumber air dan I atau perairan umum, terlebih dahulu harus rnendapatkan 
Persetujuan Pembuangan Limbah Cair dari Bupali dalam hal ini Kepala Badan Tala 
Ruang dan Lingkungan Hidup Kabupalen Lampung Selalan. 

(2) Seliap orang atau badan hukum	 yang membuang limbah dan/alau memanfaalkan 
limbah cair kelanah lerlebih dahulu harus mendapalkan perselujuan dari Bupali 
dalam hal ini Kepala Badan Tala Ruang dan Lingkungan Hidup Kabupaten 
Lampung Selalan. 

(3) Unluk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) pasal ini, 
pemohon harus mengajukan pemnohonan lertulis kepada Bupati melalui Kepala 
Badan Tala Ruang dan Lingkungan Hidup dan memenuhi persyaralan sebagai 
berikul; 

a.	 Memiliki Perizinan kegialan/usaha yang bersangkulan sesuai dengan kelenluan 
Perundang-undangan yang berlaku; 

b.	 Memiliki Dokumen AMDAL dan UKL-UPL dan SPPL yang lelah diselujui oleh 
Komisi AMDAL Iinslansi berwenang; 

c.	 Pela lokasi pembuangan limbah cair dengan skala yang disesuaikan luasan 
IPAL dilapangan; 

d. Gambar	 Konslruksi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (lPAL) dan saluran 
pembuangan limbah akhir (outlet); 



e.	 Pernyataan tidak akan rnelakukan pengenceran limbah cair; 

f.	 Pernyalaan kesanggupan rnengolah lirnbah cair sesuai dengan Baku Mulu 
Lirnbah Cair yang ditetapkan; 

g.	 Pernbuangan Lirnbah Cair harus rnelalui saluran pembuangan lirnbah yang 
dilengkapi dengan bangunan pengukur debil air limbah; 

h.	 Sural Pernyalaan unluk rnernbuang limbah cair melalui saluran yang lelah 
ditetapkan secara leknis; 

i.	 Sural Pernyalaan kesanggupan unluk melakukan pemeriksaan kualilas limbah 
cair secara periodik (swapanlau) dengan menggunakan laboralorium yang telah 
direkomendasi oleh Supali (Iaboralorium rujukan) sekurang-kurangnya 1 (salu) 
kali seliap bulan. 

(4) Unluk memperoleh perselujuan sebagaimana dimaksud ayal (2) pasal ini, pemohon 
harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Tata 
Ruang dan Lingkungan Hidup serta memenuhi persyaralan-persyaralan sebagai 
berikut : 

a.	 Memiliki Perizinan kegiatan I usaha yang bersangkulan sesuai dengan ketentuan 
Perundang-undangan yang berlaku; 

b.	 Memiliki Dokumen AMDAL alau UKL-UPL atau SPPL yang lelah disetujui oleh 
Komisi AMDAL Iinslans; yang berwenang; 

c.	 Pela lokasi pembuangan I alau pemanfaalan limbah cair dengan skala 
disesuaikan luas lahan; 

d.	 Hasil penelitian lentang pengaruh limbah cair terhadap lanah, air permukaan dan 
air bawah lanah yang dilakukan oleh konsullan independenl; 

e.	 Sural pernyalaan kesanggupan untuk melakukan pemeriksaan kualitas air 
bawah lanah dan tanah secara periodik (swapanlau) dengan menggunakan 
laboralorium yang lelah direkomendasikan oleh Supali (Iaboralorium rujukan), 
sekurang-kurangnya liga bulan sekali. 

(5)	 Perselujuan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dan (2) pasal ini, diberikan alas 
nama pemohon hanya unluk salu lilik alau lokasi pembuangan dalam salu sumber 
alau salu unil kegialan I usaha dan setiap 2 (dua) lahun diperbaharui. 

Pasal4 

(1) Perselujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayal (1) peraturan ini, diberikan 
secara lertulis dalam bentuk Sural Perselujuan dari Kepala Sadan Tala Ruang dan 
Lingkungan Hidup. 

(2) Seliap 2 (dua) lahun sekali Sural Perselujuan dimaksud diperbaharuildaflar ulang. 

(3) Pendaflaran	 ulang sebagaimana dimaksud pada ayal (1) pasal ini harus 
disampaikan secara lertulis kepada Kepala Badan Tala Ruang dan Lingkungan 
Hidup Kabupalen Lampung Selatan, dengan melampirkan : 



a.	 Sural Perselujuan lerdahulu; 

b.	 Hasil pemeriksaan kualilas limbah cair yang akan dibuang ke perairan umum 
dari laboratoriurn rujukan, 3 (Iiga) bulan lerakhir dan memenuhi Baku Mulu 
Limbah Cair (BMLC) yang ditetapkan. 

Pasal5 

(1) Perselujuan dilolak apabila pernohon lidak dapat memenuhi persyaratan 
sebagaimana yang tercanlum pada pasal 3 ayal (4), unluk persetuiuan 
pembuangan/pemanfaalan Iimbah cair ke tanah, 

(2) Perselujuan atau penolakan diberikan dalam jangka waklu selambal-Iambalnya 30 
(tiqa puluh) hari kerja setelah permohonan dilerima oleh Bupati melalui Kepala 
Badan Tala Ruang, dan Lingkungan Hidup Kabupalen Lampung Selatan. 

BAB III 

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB 

Pasal6 

Wewenang dan tanggung jawab perselujuan pembuangan limbah cair di Kabupalen 
Lampung Selalan dilakukan oleh Bupali dalam hal ini Kepala Badan Tala Ruang dan 
Lingkungan Hidup. 

Pasal7 

Wewenang dan langgungjawab sebagaimana dimaksud pada pasal 6 peraturan Ini 

melipuli: 

a.	 Membina dan mengkoordinasikan seluruh kegialan/usaha yang telah memiliki 
persetujuan pembuangan limbah cair; 

b.	 Melakukan upaya penertiban seluruh kegialan/usaha, yang belum memiliki 
perselujuan pembuangan Iimbah cair; 

c.	 Melakukan pengendalian dan pengawasan alas kegialan/usaha, sesuai dengan 
kelentuan yang berlaku; 

d.	 Memberikan perselujuan pembuangan limbah cair. 

Pasal8 

Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dan pasal 7 
peraturan ini, sehari-hari dilaksanakan oleh Kepala Badan Tata Ruang, dan Lingkungan 
Hidup Kabupaten Lampung Selatan, melipuli : 

a.	 Upaya pencegahan pencemaran dan perlindungan sumber-sumber air dan/atau 
perairan umum dan I atau tanah. 



b.	 Pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian pencemaran air dan pencemaran 
tanah. 

Pasal9 

Pendalaan, pencatatan, dan pengendalian perselujuan pembuangan limbah cair 
dilaksanakan oleh Badan Tala Ruang, dan Lingkungan Hidup Kabupalen Lampung 
Selalan. 

BAB IV
 

KEWAJIBAN
 

Pasal10 

(1) Seliap orang atau badan hukurn yang lelah mendapalkan perselujuan melakukan 
kegialan Pembuangan Limbah Cair ke sumber-sumber air dan I atau perairan 
umum, diwajibkan untuk : 

a.	 Mencegah limbulnya pencemaran lingkungan; 

b.	 Tidak diperkenankan melakukan pengenceran; 

c.	 Mentaali Baku Mulu Limbah Cair sesuai ketentuan yang berlaku; 

d.	 Melaporkan apabila lerjadi perubahan kegialan atau perubahan benluk IPAL; 

e.	 Memiliki saluran pembuangan limbah calr yang lelah ditelapkan secara teknis 
oleh Instansi yang berwenang; 

f.	 Memasang alat pengukur debit aliran Iimbah atau bangunan pengukur debit; 

g.	 Memberikan kesempalan dan bantuan kepada aparat yang dilugaskan oleh 
Bupali Lampung Selalan unluk mengadakan pemerisaan dan atau penelilian 
dilempal kegialan perusahaan. 

(2) Seliap	 orang atau badan hukum yang lelah mendapal perselujuan melakukan 
kegialan pembuangan limbah cair ke lanah diwajibkan untuk : 

a.	 Mencegah limbulnya pencemaran; 

b.	 Tidak diperkenankan melakukan pengenceran; 

c.	 Mentaali Baku Mulu Limbah Cair yang lelah ditetapkan; 

d.	 Melaporkan apabila lerjadi perubahan kegiatan alau perubahan lahan tempal 
pembuangan limbah; 

e.	 Membual Sumur Panlau yang jumlahnya disesuaikan dengan luas areal 
pembuangan I penampungan limbah cair; 

f.	 Memberikan kesempalan dan bantuan kepada aparat yang ditugaskan oleh 
Bupali Lampung Selalan untuk mengadakan pemeriksaan dan atau penelitian 
dilempal kegialan Perusahaan. 



BABV
 

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
 

Pasal 11 

(1) Seliap Orang alau badan hukum yang menimbulkan alau menyebabkan 
tercemarnya sumber-sumber air dan/atau perairan umum dan/atau tanah 
sebagai akibal pembuangan limbahnya, berkewajiban melakukan upaya 
penanggulangan dan pemulihan; 

(2) Biaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan lingkungan sebagaimana 
dimaksud ayal (1) Pasal ini, menjadi tanggung jawab orang atau badan hukum 
yang menirnbulkan alau menyebabkan lercemarnya sumber-sumber air dan 
atau perairan umum dan/atau tanah: 

(3)	 Inslansi yang berwenang, berkewajiban membirntnnq, membina dan 
mengendalikan pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan pemulihan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini. 

Pasal 12 

Pengawasan terhadap kegialan penanggulangan dan pengendalian pencemaran air 
pada sumber air dan/alau perairan umurn dan/atau lanah dilakukan balk secara 
langsung maupun lidak langsung oleh Bupali dalam hal ini Kepala Badan Tala Ruang 
dan Lingkungan Hidup Kabupalen Lampung Selalan alau Pejabal yang ditunjuk. 

BABVI 

SANKSI 

Pasal13 

(1) Perselujuan Pembuangan Limbah Cair Iidak berlaku lagi apabila : 

a.	 Kegiatan/Usaha berakhir 
b. Tidak melaksanakan pernbaruan persetujuan/daftar ulang; 

(2) Persetujuan Pembuangan Limbah Cair dicabul apabila : 

a.	 Tidak melakukan kegialan operasional usaha selama jangka waklu 1 (salu) 
lahun sejak perselujuan dilelapkan; 

b.	 Melakukan pelanggaran yang berkailan dengan kelenluan pengelolaan 
lingkungan hidup, sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran/kerusakan 
lerhadap Sumber-sumber air dan/alau perairan urnum dan/alau lanah; 

c.	 Melakukan pembuangan limbah cair melebihi kelenluan Baku Mulu Limbah Cair 
yang berlaku. 

Pasal14 

(1) Pencabulan perselujuan sebagaimana dimaksud dalam ayal (2) Pasal 13 peraturan 
ini, dilakukan melalui proses peringalan lertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan 
lenggang walctu masinq-rnasinq 10 (sepuluh) hari. 



(2) Apabila peringalan dimaksud pada ayal (1) pasal inl tidak dlindahkan, dilanjulkan 
dengan penghenllan sementara keglalan pembuangan limbah cair untuk jangka 
waklu 7 (Iujuh) hari 

(3) Apabila penghentlan semenlara sebagaimana dlmaksud pada	 ayal (2) pasal ini 
meleblhi jangka wak1u dan lidak ada perbalkan, maka perselujuan dlmaksud batal 
dengan sendirinya. 

Pasal 15 

Perselujuan Pembuangan Limbah Cair dapal dlbalalkan lanpa melaul proses 
perlngalan sebagaimana dlmaksud pasal (14) peraluran ini, dalam hal keglalan usaha : 

a.	 Melakukan kegialan yang membahayakan kepenlingan umum; 

b.	 Memperoleh perselujuan dengan cara tidak syah. 

Pasal 16 

Setiap orang alau badan hukum yang dldalam keglatannya menlmbulkan pencemaran 
dan mengakibatkan kerusakan sumber-sumber air dan atau perairan umum dan/atau 
tanah memlkul langgung jawab serta berkewajiban membayar ganli kerugian kepada 
plhak lain yang lerlanggar haknya alas lingkungan hidup yang bersih, sehat dan 
nyaman dan sanksi pidana lalnnya yang berdasarkan Peraturan Perundang- undangan 
yang berlaku. 

Pasal17 

Sellap orang atau Badan Hukum yang dalam kegiatan usahanya menyebabkan 
lercemamya Sumber-sumber air dan atau perairan umum dan/alau lanah , dapal 
dikenakan sanksi adrnlnistratif oleh Bupali Lampung selatan selelah mendengar 
pertlmbangan tim, berupa ; 

a.	 Penulupan atau penyegelan alat pengukur debit air lirnbah, alaI-alaI atau bangunan 

pembuangan Iimbah cair yang bersangkulan ; 

b.	 Pembalalan Persetujuan Pembuangan Limbah Cair; 

c.	 Pencabulan surat izin operasional keglalan/usaha yang bersangkulan. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal18 

Selambat-Iambalnya 3 (1Iga) bulan sejak ditetapkannya peraluran inl seliap orang atau 
badan hukum yang membuang Ilmbah cair pada sumber-sumber air dan atau peralran 
umum dan! atau tanah harus sudah mengajukan persetujuan. 



Pasal 19 

Dengan ditelapkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Lampung 5elatan 
Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pengemaran Limbah Cair di Kabupaten 
Lampung Selatan, dieabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal20 

Peraturan Bupati ini mula; berlaku pada tanggal di undangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

Ditetapkan di Kalianda 
»""",>..((.anggal i4 I'l1dr~\ l007 

UP TI LAMPUNG SELAT 

L1ANWAR 
Di undangkan d Kalianda 
pada tanggal t!j MAri.\; ].D07 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

f~- -
Drs. Hi. RUSDI MALIKI 
Pembina Ulama Muda 
NIP. 010079089 

LEMARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
NOMOR TAHUN 2007 
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